SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/608 -KUM /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR
100.3.3.2/161 -KUM /2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Menimbang:

Mengingat:

BUPATI TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor

1.

100.3.3.2/161-KUM /2024 Tentang Program
Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024
tidak sesuai dengan perkembangan sehingga peru
dilakukan perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/161 -KUM/2024 Tentang
Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun
2024;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang 3
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12



Menetapkan :

KESATU

Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

7. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/161-
KUM/2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan
Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan
Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/161 -KUM/2024
Tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
Tahun 2024.



KEDUA Daftar perubahan nomenklatur Program Pembentukan
Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud Dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KETIGA Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2024.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2024
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Pj. BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH q
. ttd.

SYAMSIR RAHMAN
ALFIRIAL, S¥, MH

NIP. 19750203 199993 2 008



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/608-KUM /2024

TANGGAL : 4 APRIL 2024

DAFTAR NOMENKLATUR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN

KEPALA DAERAH TAHUN 2024

No.

Judul Perbup

Keterangan

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi

PMD

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

BKPSDM

Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan

Dinas Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72
Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bagian ekonomi dan
SDA

Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Daerah

Bapenda

Pemberian Tambahan  Penghasilan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara

Bagian Organisasi

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2024

BPKAD

Program Kerja Pengawasan Tahunan 2024
Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2024

Inspektorat

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif
Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non-
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah
Laut

Disdikbud

10.

Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut

Dispusip

11.

Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Dispusip

12.

Pengelolaan Arsip Aset di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut

Dispusip




13 Instrumen  Pengelolaan Arsip Dinamis di Dispusip
" | Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Standar harga Satuan barang dan Jasa di

14. | Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah | BPKAD
laut Tahun Anggaran 2025
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan

15, Penggunaan BelanJ.a Tidak Terduga Dalam BPKAD
Rangka  Pengendalian Inflasi Daerah  Di
Kabupaten Tanah Laut.

Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah di

16. |lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah | Bagian Organisasi
Laut

17. | Sistem Kerja Pemerintah Daerah BKPSDM
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Standar Harga

18. | Satuan Barang Dan Jasa Di Lingkungan | BPKAD
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2024

19. | Pengelolaan Kinerja BKPSDM
Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut

0. Nomor 40 Tahun 2023 tentang Stanfiar Harga BPKAD
Satuan Brang dan Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Analisa Standar Belanja Fisik di Lingkungan

21. | Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut| DPUPRP
Tahun Anggaran 2025

50 Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan DPUPRP
Tambang Ulang

23. | Desain Olah Raga Daerah Dispora
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin | _.

24. Diskopd
Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, iskopaag
dan Toko Swalayan

55, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan BPKAD
Daerah Kabupaten Tanah Laut
Penggunaan Dana Bantuan Operasional | _.

0. D Kesehat

2 Kesehatan Tahun Anggaran 2024 tnas feschatan
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan

27. | Berkelanjutan/Sustainable Development Goals | Bappeda
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026

98, Sistem Informasi Rekonsiliasi Keuangan Dan Aset BPKAD

(SIReKA) Sebagai Inovasi Pelayanan Pada BPKAD




Kabupaten Tanah Laut

29.

Sistem Informasi Barang Persediaan (Sibaper)
Kabupaten Tanah Laut

BPKAD

30.

Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Daerah

Bapenda

31.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Pendidikan Nonformal Unit Pelaksana Teknis
Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut

Bagian Organisasi

32.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut

Bagian Organisasi

33.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana  Teknis Daerah pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

Bagian Organisasi

34.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut

Bagian Organisasi

35.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

Bagian Organisasi

36.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

Bagian Organisasi

37.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bagian Organisasi

38.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut

Bagian Organisasi

39.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut

Bagian Organisasi

40.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Tanah Laut

Bagian Organisasi

41.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan

Bagian Organisasi




Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

42.

Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas,
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan

Bagian Organisasi

43.

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bagian Organisasi

44.

Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara,
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya
Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil
Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lainnya.

BPKAD

45.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah
Laut Laut Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tata
Cara Pemberian Dan  Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah
Desa Di Kabupaten Tanah Laut.

DPMPD

46.

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan
Panyipatan

DPUPRP

47.

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan
Kurau

DPUPRP

48.

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan
Bumi Makmur

DPUPRP

49.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut

DKPP

50.

Tata Cara Penetapan Dan Penegasan Batas Desa

PMD

51.

Penyediaan Data dan Informasi Tanah Milik
Daerah berbasis elektronik melalui e-Tanda

BPKAD

52.

Penguatan Kedudukan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung
Pandang FM,;

Diskominfo

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

ttd.

SYAMSIR RAHMAN




